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PENDAHULUAN

Negara Indonesis adalah negara hukum. Dengan
demikian negara Indonesia telah memilikil landassan
vuridis yang kuat dalam peranannya melaksanakan
pembangunan. Pancasila sebsagai ideologi bangss ian
sebagail pandandgan hidup bangsa Indonesgia beiah
memberikan arah dan tujuan bagl pembangunan vang
diharapkan, ~ vyakni menuju keadilan sosial NEERES)
seluruh rakyat Indonesia, dan pembangunan manusia
Indonesis seutuhnya.

Negara Indonesis yang dapat diklasifikasikan
sebagai negara kesejahteraan ( welfare state )
mempunyai kewajiban untuk menyvelenggarakan
kesejahteraan umum, yaitu mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum
dalam alinea IV dari pembukaan Undang - Undang dair
1945, sebagai berikut

negara melinduégi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajuian
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut memelihsara perdamaian dunia”.

Selanjutnya pada pasal 27 ayat 2 Undang -
Undang dasar 1945 berbunyi sebagai berikut

" Tiap - tiap wardga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang laysk bagi kemanusian

Pagal ini memberikan pengertian bahwa pemerintah
berkewajiban untuk mengupayakan agar setiap warga
negara dapat hidup layak sesuai dengan harkat dan

martabat manusia Indonesia. Atau dengan kata lsin




pemerintah berkewajiban untuk menanggulangi masalab
kemiskinan.

Kesejahteraan sosial, yang ingin diwujudkan
dalam negara Republik Indonesia, telah pula diatur
dalam paéal 33 ayat 3 Undang - Undang Dasar 1945
vang berbunyi sebagail berikut

Bumi dan air dan keksyaan alam yang terkandurg o3

dalamnva dikuasai oleh negara dan diperguns-an

untuk sebesar - besar kemakmuran rakyat.
Hal ini mewujudkan bahwa kekayvaan alam vang ads ]
Indonesia haruslah dipergunaskan bagi terwuludnys
kemakmuran  rakyat. Sehubungan dengan masalal
kemiskinan, pada pasal 34 Undang - Undang Dasar 18435
secara eksplisit menegaskan bahwa. fakir miskin dan
anak - anak terlantar dipelihara oleh negara.
Mengingat bahwa tujuan dibentuknya negara Republik
Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1845. mals:
konsekuenginya negara atan pemerintah tidak olmoad
malepaskan tanggung Jawabnya untuk menanggulongs
nasgaslah kemiskinan.
Dalam era pembangunan di segala bidang kehidupan,
guna mewujudkan kesejahteraan sosial, hukum diharap-
kan mampu memfungsiksan dirinya untuk mengatasi atau
bahkan mgmberantas kemiskinan yang masih atau bahkan
memberantas kemiskinan lyang masgih diderits oleh
sebagian masyarakat kita. Dalam hal ini hukum dapat

dijadikan sebagai alat atau sarana untuk mengadakan




B.

rekavasa gosial ( a tool of social engineering i

dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan.

PERUMUSAN MASALAH

Dari wuraian diatas latar belakang penulizan
makaian ini, dapat diajukan beberapa permsalsbtian
sebagai berikiot

Bagaimanakah peranan hukum dalam melakukan

fungsinya sebagai sarana untuk rekayasa sosial

( a tool of social engineering ) ?

PEMBAHASAN
Sebagai landasan teori penulisan makalah ini.

dizajikan teori -~ teori sebsagsail berikut

A. Pengertian Hukum

1. Hukum disrtikan sebagai ilmu pengetahuan ;

2. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, wvalko
patokan tingkah laku yang diharapkan.

3. Hukum diartikan sebagai disiplin, yaitu sisten
ajaran tentang kenyataan ;

4, Hukum.-diartikan sebagai tata hukum wyaitu hukun
pogitif tertulig ;

5. Hukum disrtikan sebagai petugas pejabat

6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat ohas
penguasa |

7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan




8. Hukum diartikan sebagai perilaku yang teratur dan
unik ; |
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai - nilai. !
Pengertian hﬁkum vang diberikan tersebut,
menunjukkan cakupan hukum yang tidak terbatas pads
pengertian hukum vyang secara normatif ada dalam
undang - undang saja. Dalam hal ini penulis memiiil
pengerkhian  hukum  sebagai patokan vang merupsibn
keputusan dari pejabat pemerintah dan wmerupsao
hukum positif tertulis.
B. Hakekat Kemiskinan
1. Pengertian Kemiskinan
Menurut John Friedman, kemiskinan diarti-
kan sebagai kecilnya peluang untuk
mengékumulasikan basis kekuatan sosiél,' vang
meliputi hal - hal sebagail berikut
a. Modal produktif s=eperti tanah, perumahao.
peralatan dan lainnya ;
bh. Sumber - sumber keuangan =zeperti pendaps'tn
dan fasilitas kredit ;
¢. Organisasi sosial dan politik untuk mencapn:

kebutuhan hersama ;

L. Soerjono Soekanto dan Mustofa Abdullah, Sesiologi

huokum _Dalam Masvarakat, ( Jakarta, 1982 ), halaman
37-39.




d. Jaringan - jaringaﬁ gosial untuk memper.lob

pekeriaan seperti barang - bayng
pengetahuan, informasi, Jetrampilan fa
" lainnya. 2

2. Tolok ukur Kemiskinan

Pada tahun 1875 berdaarkan indeks - indeks
tertentu oleh UNESCO telah diperkirakan bahwa
garis batas kemiskinan diunkur dari pendapatan
perkapita adalah berkisar pada US $ 100 per
tahun.

Sedangkan mengenal tolok ukur gar i
kemiskinan, menurut Prof. Sayogyo adalah dJumlab
ka lori vang dikonsumsikan perkapita. IR
kemiskinan ditentukan pada tingkat 1700 kalor!
seharli perkapita. Batas ini sudah berads <
bawa&\ kebutuhan normal orang Indonesia vyang
membutuhkan lebih dari 2000 kalori perhari. ~

Menurut kesimpulan penélitian Pusat studi
Institut Teknologi Bandung, walaupun Indcnesia
memiliki kekayaan yang melimpsh, akan tetapi
kenyataan menunjukkan bahwa sebanyak 81,8 ¥

Rumah Tangga di Indonesia tergolong mi=kin

L SBusra Merdeka, 20 Juni 1991, halaman VI.

4 Soemitro, Ronny H, Perspektif Sosial Dalam FPemahsu o
Masalah - Magalah Hukum, ( Semarang, Agung Preos,
1889 ), halaman B8 - 70.
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dengan kriteria pendapatan Rp. 50.000 ,- atau
kurang perbulan perkeluarga. ¢

Sedangkan. menurut Drs. Alex Emyll, M3P,
kreteria bagi batas kemiskinan adalah pendapastan

sebegar Rp. 20.000 ,- atsu kurang per bulan

perorang. 5
Dari herbagal pengertian dan bal:
tentang kemiskinan tersebut diatas, dir Lo

penulisan ini dipilih ukuran yang paling mudah
penentuannya yaitu ukuran pendapatan sebesar
Rp. 50.000 ,- atau kurang per bulan perkeluarga
untuk keluargs dan sebesar Rp. 20.000 , -
perbulan perorang untuk ukuran perseorangan.
3. Jenis Kemiskinan
Belum ada cara yang benar - bénar tepat
untuk mendefinisikan kelompok kemigkinan.
Alternatif yang banyak digunakan adalah memb |-
kan kemiskinan relatif dan kemiskinan absol:t,
Keniskinan absoluft mendasarkan pada suatua jum b
minimum tertentu untuk tingkat hidup subsistem.
| Batasan Jjumlah - minimum - inipun ' masih kahnr,
karena faktor yang membentuk tingkat minimalitas
tersebut bersifat relatif subyektif dan sangsat

dipengaruhi oleh kondisi - kondisi ekonomi suatu

Ibid, halaman B3.

. Susra Merdeka, 14 Agustus 1892, halaman IX.
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negara. Dengan demikiaﬁ maké akan muncul  koovoe g
vang berlawanan vaitu adanva kemiskinan vang
relatif. EKemiskinan relatif mempunyai danar
batas minimum kemiskinan yang tidak tetap. Batas
kemiskinan yang ditetapkan akan terus berubah
yang secara ideal akan meningkat. Hal ini
disebabkan karena adanya dampak pertumbuhan dan
harapan vyang  terus  berkembang, sementarsa
pertumbuhan ity sendiri diragukan perembesannys
( efek tetesnva ) bagi kelompok miskin. B
Para ahli kependudukan membagil tinobo!
kemiskinan menjadi dua, yaitu
8. Kemiskinan biassa, dimana penghasilan masil
cukup untuk menjamin kebutuhan primernva.
yaitu cukup untuk makan meskipun hanya
ditahun - tahun yang normal, artinya pads
tahun itu tidak terjadi kemarau vang terlalu

panjang ataupun ada bencana alam lainnva.

Namun pada saat - saat sulit misalnya padsa
sasat paceklik, dalam kemiskinan biman
megeorang tidak dapat memenuhi kebutiuhar

pokoknysa secara wajar.
b. Kemiskinan luar biasa atau kemelsratan. D'olna
hal ini penghasilan untuk menjamin kebutihan

primernya saja tidak cukup. Meskipun tidak

6. Suara Merdeka, 14 Agustus 1991, halaman VI.




aga bencansa alam maupun kemarau yang terlalu
anjang. Untuk kebutuhan_makan saja tidak
.m%ncukupi baikigari=segi kqantitas mapun dari
| s%gi kualitas. J = .
.4. Sebab. - Sebab Timbulnya Kemiskinah

Gunnar Myrdal mengajuk#n konsepsi hubungan
kausal sirkuler yang kumulatif sebagai landasan
untuk memperjelaskan terjadinya ketidakmerataan
ekonomi nasional msupun internasional. Konsepsi
Gunnar Hyrdal didasarkan pada konspesi lingkaran

tak ?berujung pangkal ( vicious eircle ) C.E.A

Hllslow Selanjutnya ‘ dikemukakan bahwa
o] - SO £ e s o } shib + A At MR W = 1o v
kemlelnan dan penyakit membentuk 11ngkaran

kemi%kinan yang tak berujung pangkal. Orang -

orank‘menjadi sakiﬁ Rarena meﬁeka miskin. Mereka

menj%di miskin kareﬁa mereks sakit dan mereks

semakin sakit ka:ena -mereka semakin miskin.
Pernyataan Winslow ini adalﬁh suatu pernyataan
proses yang sirkuler dan komulatif yang terué
menerus menurun ke tingkat yang lebih - rendah
yaitg dimana satu faktor negatif menjalankan dusa
perahan sekaligus yaitu menjadi sebab dan akibat

dari!faktor - faktor negatif lainnya. 8

i
i
|
i

7. Soemi: ro, . ‘Ronny H, Studi Hukum _dan Kemiskinan,
- { Semarang : Tugu Muda, 1889 ),.halamgﬁ 30 - 31.

8. Soemipto, iRonny H,
" ( Semarang : Tugu Muda, 1888 ) halaman 45.
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Menurut lampman, terdapat tiga penyebal
kemiskinan vaitu

1. Faktor resiko dari bekerjanya sistem ekovuomi
dan sistem pembangunan yang sedang dilaksans -
kan ;

2. Faktor batasan sosial yang teriadi karens
adanya rintangsn - rintangan penyempitan
budaya kemiskinah dan lingkaran setan
kemiskinan ( vicious c¢ircle ) ;

3. Faktor - faktor perbedaan individu, vyaitu
karena adanya perbedaan dan "~ ketidakmerataan
distribu=i pendapatan diantara wargs
nasyarakat. Kenyataan menunjukkaﬂ bl
diantara warga masyarakat terdapab Jurog
pemisah antara mereka yang berpenghasilan
tinggi dan para buruh tani vyang Ly e
berpenghasilan rendah. S

Sedangkan = Sadono Sukirno lebih cenderung

menyatakan bahwa dualisme teknologi telah

memperkukuh keadaan kemiskinan vang terdapat di

negarsa - negara berkembang, termasuk didalamnya

Indonesis. Lebih lanjut dikatakan pada akhir -~

akhir ini disadari pula suatu implikasi vang

tidak menguntungkan dari adanya duali=me

teknologi. Kegiatan - kegiatan disektor wmotbtoyr

% Suara Merdeka, 14 Agustus 1892, halaman VI.
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pada umumnysa mengalami berkémbangan vang Jauh
lebih cepat dari pads sektor tradisional, Dengan
demikisn jurang tingkat kesejahteraan di antarsa
kedua sektor tersebut makin lams makin bertambah

lebar. Sehingga walaupun dicita - citakan bahwa

pembangunan bertujuan untuk meningkslkan
kesejahteraan seluruh masyarakat, [RETTARY
kenyataannya manfaat pembangunan teruiam:

dinikmati hanya oleh segolongan kecil pendocahk
di negara berkembang. Sebagaimana telah = ar:
umum disadari bahwa Jjurang pemisah tingkaf-
pendapatan di anataras golongan kaya dan wmiskin
telah menjadi bertambah lebar. Dari pernyatgan
Sadono Sukirno ini dapat dikatakan 'jurang

pemisah yang semakin melebar tersebut pada

akhirnya akan membuat golongan masyarakat
berpenghasilan rendah semakin sulit .nntnk
beradaptasi dengan perkembangan teknologi vang
asrmakin _pesat. Dari s=ini kemiskinan ot

a4 e

10,

G

Di sisi 1lain Satjipto Rahardjo Dberpendspyai,
bahwa kemiskinan sekarang bukan disebabkan olsh

faktor individual atau alam, melainkan lebih

disebabkan oleh proses -~ proses serta institusi

Sukirno, Sadono, Ekonomi Pembangunsan, ¢ Jakarta, Bima
Grafiksa, 1985 ), halaman 217

it ;1Oﬁ--w-'lewngns:v-m«mum_l-' oIS A 3 - - bt ke 2 o

diperkirakan sakan muncul.

ST
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dimasukan ke dalam institusi tersebut di samping
institugl - instusil yang lain. Hal ini dapat
dimengerti karena di dalam negara yang herdssar-
kan~ hukum, maka warga negarsa vang ingipe
meningkatkan kesejahteraan harus berhadapan
dengan hukum. Dengan demikian, mereka tidak
dapat bertindak melalui dan mengikuti proses
aiami, melainkan dituntut  untuk dilakukan
melalui jalur hukum yang telah ditetapkan. Dalam
hal ini hukum dapat menjadi penghambat atay
kendala  pertumbuhan  ekonomi  yang selaniubnave
akan menimbulkan kemisgkinan. Misalnva tind .kan
vang secara ekonomi adalah sah untuk dilakua{n,
tetapi cleh hukum dapat dimangkinkan dan
dinyatakan dilarang, atau untuk melakuks.iays
harus ditempuh melalui prosedur hukum tertentu.
11 '
C. Fungsi Hukum
Hoebel berpendapat bahwa ada empat fungsi
dasar hukum yaitu
1. menetapkan hubungan -~ hubungan antar anggots
masvarakat, dengan menunjukkan Jenis -~  Jonis
tingkah laku apa yvang diperkenankan dan ada il
apsa yang dilarang ;

11, Rahardjo, Satjipto, " Memikirkan Hubungan Hukum i

Kemiskinan, " Gems Keadilan, No. 1 Tshun ke-!
hal. 21
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2. Menentukan pembagian kekuasaan dan memerinci siap
saja yang boleh melakukan paksaan serta siapakah
vang harus menaatinyva dan sekaligus memilihkan
sanksil - sanksinya yvang tepat dan efektif ;

3. Menvelesaikan senketa

4. Mewm=lihars kemampuan magyarakat SRRTERATEY
menvesuaikan diri dengan keadaan kehidupan vanco
berubah - ubah, yaitu dengan merumuskan Kew ol
hubungan yang esensial antara anggota - anggots
masyafakat. 12

Menurut Profesor Peters, -terdapat tiga

perspektif dari fungsi hukum di dalam masyarskst,

vaitu

a. Perspektif pertama adalah perspektif kontrol
sosial ( social control Y. Tinjauan yang demikisn
ini dapat disebut sebagsai tinjausn dari sucit
pandangan seorang polisi terhadap hukum b
policemen view of the law ).

bh. Perspektif kedua dari fungsi hukum di o x
‘masyarakat adalah perspektif social engineering
yvang merupakan tinjaﬁan vang dipergunakan pars
pejabat ( the official perspektif of the law )
‘dan oleh karena pusat perhatiannya adalah aps

vang diperbuat pejsbat ataun penguasa maks

o Warasgih., Eswmi, " Peranan Hukum dan Fungsi -~ Fuang:iava.

Masalah - Masalah Hukum, No. 5 - 1991, Halaman
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tinjauan' ini kersapkali disebut sebagai e
technocrat’'s view of the law.
c¢. Perspektif ketiga adalah perspektif emansipaai
masyafakat dari hukum. Perspektif ini merupakan
tinjauan dari bawah terhadap hukum ( the béttom's
;up view the law ). Dengan perspektif ini ditinjau
kemungkinan - kemungkinan dan kemampuan hukum
sebagai sarana untuk menampung gemna agspirasi
nasyarakat. 13
Gesuai dengan tujuan penelitian ini, maks - o os
periun untuk dijelaskan adalah fungsi  hukam 40 iqa
perspehtif social engineering atau penggunaan b oo
sebagai sarana untuk mengubah masyarakat. Salal .:atn
fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengnhlisnh
masyvarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan
sebagai alat oleh pelopor perubahan ( agent of
change ). Agent of change atau pelopor perubshan
adalah seseorang atau untuk memimpin satu atau lebih
lembaga - lembaga kemasyarakast. pelopor perubshan
meminpin masyvsrakat dalam mengubah sistem sosial =5
dnlam menjalankan hal itu langsung tersangkut devisn
tekanan - tekanan untuk melakukan perubshan. Setlisp
perubalian gosial vang dikehendaki atan
direncanakan, selalu berada di bawah pengenda! oy

serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Qleh

o e o o 4 e

Soemitro, Ronny H, Studi Hukum dan  Masvarakat,

( Bandung, Alumni, 1985 }, halaman 10 - 11.
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karena itu cara - cara untuk mempengaruhi masyarakat
dengan sistem - sistem yang.direncanakan dan diatu?
lehih dahulu dinamakan social enginecering oo
soclal palnning. 14
Kaidah - kaidah hukam sehagai alat oo
mengubah ' masyarakat mempunyai peranan petol i
terutams dalam perubshan - perubahan yvang direncana-
kan ¢ intendéd change atau planed change ). Dengan
perubahan yang dikehendaki dan direncakan tersebut,
dihaksudkan sebagail suatu pefubahan vang dikehendaki
dan direncanakan oleh wargas - warga masyarakat vang
berperanan sebagai pelopor maéyarakat. Dalam
magyarakat - masvarakat yang sudah kompleks dimans
birokrasi memegansag peranan penting dalsm bindak: i
tindallan  sogial, perubashan -~ perabalban ters Do
harus mempunyai dasar hukum untuk sahnys. Legal.
dari perubsahan tersebut sangat penting artinva.
Kaidah - kaidah hukum yang telah terbentuk, dapal
merupakan =alat yvang ampuh untuk mengadakan perubahan
- perubahan sosial, walaupun secara tidak langsung.
Dengan demikian apabila pemerintah ingin membentuk
badan - badan yang berfungsi untuk mengubah
magyarakat secara terencana, maksa hukum diperlukan
nntuk membentuk badan tersebut serta untuk mene: b

kan dan membatasi kekuasaannya. Sampal disini =l

Bsoekanto.  BSoerjono. BEokok - Pokok Sasiclogi_ liv.

{ Jakavta : Raiawali, 1988 ), halawman 107,




terungkap bahwa kaidah hukum dapat mendorong

te?jadinya perubahan - perubshan sosial vang

membentuk badan - badan yang secara  langsung
berpengaruh terhadap perkembangan di bidang sosial,
politik, bahkan bidang ekonomi. 15

Dalam pendgunaan  hukum sebagai alat unbual
meanibah maSYarakat, maka hukum ter:sebil IEREE
digeaualkan dengan anggapan - anggapan  magyva: - .o
apahila =uatu hasgil positif hendak dicspai. Derooon
pernyataan ini maka yang perlu dilakukan pertams
tama adalah menelaah bagaimané anggapan - anggapal

masyarakat tentang hukum. Artinya, apakah pada suatu

saat fokus masyarakat tertuju pada hukum atau tidak.

Kedua, perlu disoroti pada bagian - bagian manskah
dari suatu sistem yang paling dihargéi oleh sebagial
terbesar masyarakat pada suatu saat. Hal -~ ha?
iniialh secara minimal yang harus dipertimbangknn. s
Disanping ada heberapa hal vangd AT
diperimtikan, vaitu anggapan masyvarakbat terlh 1
hukum dan bagian yang paling mendapat pengharsa
masyarakat, terdapat beberapﬁ kondisi yang hLorn

mendasari suatu sistem hukum agar dapat dipaka

gsebagai alat untuk mengubah masyarakat ( a tool i

15, Ibid, halaman 110 - 111.

i, Ihid, halamanm 118B.
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gsoaial engineering ). Kondisi - Lkondisi tersebut
adalaly
1. Muknm merupakan aturan - aturan uamum vang tet.

G.

dadi bukan merupakan aturan vang bersifst ad
hoe
Hukum tersebut ‘harus jelas bagi dan diketalnid

oleh warga - warga masyarakat yang kepentingannya

;diatur oleh hukum tersebut ;

. 'Sebaiknya dihindari penerapan peraturan ~

peraturan yang bersifat retroaktif ;

Hukum tersebut harus dimengerti oleh umum ;

Ticak ada peraturan - peraturan VAT
hertentangan ;

pemhentukan' hukum harus memperhatiken kemsw v
para wargs wmasyarakat untuk mematuhi Foikirm
tersebut ;

Perlu dihindarkan terlalu banyaknya, perubahan
perubshan hukum, oleh karena warga - Wardn

masyarakat dapat kehilangan ukuran dan pegangan

bagi kegiatannyva ;

Adanya korelasi antars hukum dengan pelsksanasan

atsu penerapan hukum tersebut . 17

7. Ibid, halaman 130,



HUBUNGAN HUEKUM DAN KEMISKINAN

Dalam era industrialisasi sebagai ciri dunai
ke tiga, pada kenyataanya kemiskinan masih merupakan
sosok vang nyata yang meliputi bagian begar
penduduknya. Kemiskinan dapat terjadi disebabkan
nleh karena lembaga - lembaga vang menben bk
magsvarakat yaitu pada tingkah laku vang berulsns
nilang dari anggots masyarakatnya. Ferasturon
paraturan tersebut menetapkan norma - norma tinckah
Iaku. Peraturan tersebut mengatur tentang wseqdsis
sesuatu yang diperbolehkan dan sekaligus membatasi,
di samping Jjuga menentukan norma - norma vang pidak
boleh  dilakukan warga masyarakat vyang dikenai
sasaran peraturan tersebut.

Lebih lanjut Seidman berpendapat, bila para
penguasa di dunia ke tiga hendak merubsash lembaga -
lembaga masyarakat mereka harus menggunakan gisten
hukum untuk menetapkan norma - norma tingkah 1sakn
borenn Jdengan  menghormati  lembags - Jembaga o o
dimaksnd dan mengusahakan terbentuknya sarsn-
aarana untuk mendorong tingkah laku vyvang sesvsd.
Lembaga - 1lembaga sosial, politik dan ekonowmi !}
dunia ke tiga dapat menghasilkan Lkemiskinan untulk
menggdunakan sistem _hukum guna mengubah lembaga -
lembaga itu memerlukan sebush modal yang menjelsakan
bagaimana hukum‘memberikan pengaruh terhadap tingkah

laku ~  tingkah 1laku dan kemudian menggunakan
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pengetahuan itu untuk mendofong terciptanva tingbsl
laku haru yvang mengurangi kemiskinan. it

Sistem hukum dapat menimbulkan atau mempernin-
ruhi tingkah laku warga masyaraksat. Peranan 113
hanya dapat dilakukan dengan pergsyaratan bhahwa
peraturan hukum ditetapkan berdasarkan _kehendak
sebagai .variabel bebas ( independent variable ).
Sedangkan faktor - faktor lain merupaksn faktor
kondisi -~ kondisi vang mempengaruhi pemilihan dan
pengidentikasian sistem hukum dan sebagai variabel
orerasional atau penjelasan.

Seidman Jjuga menggambarkan model thekerinny:

hnkam  dalam masyarakat untuk mengarahkan tinikal

1aku pemegang peran dengan diagram sebagai beriknt

\frena Pilthan /

PROSES PEMBUATAN
'\x;ﬂ HURUM ~ e?o

N

\ND
£, / ‘T
)R-
UP"’H"““P%" ¥ang L
mendororg kepstuhan Pemegeng Reran

Proses hnpte.mmtasu.
Hukum

=
N
N
.

™ e s —

Umpan balik

8. Soemitro, Ronny H, Studi Hukum dan  Kemighian.

( Semarang :@: Tugu Muda, 1889 ), halaman 9.
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Selanjutnya dikemukakan alasah - alasan
pemegang peran bertingkah laku seperti vang
sesungguhnys mereka lakukan, berdasarkan sustu nerms
taertentu yvang oleh pembuat peraturan hukum ditn ukan
pada mereka, yaitu
1. Pemegang peran wmelakukan tinghkah laku piiihan

dari beberﬁpa alternatif tingkah lakuy bila wmerekns
memahami tingkah laku itu ;

2. Tingkah lakun antisipasi dari pihak lain merupakan

'.bagian alternatif pilihan tiap pemegang peran
dalam proses pembuatan hukum dan‘penegakannya ;

3. Peranan pemnegang peran'ditentukan oleh norma -
norma yang berlsaku ;

4. Sistem hukum terdiri dari norma -~ norma  vang

| divndangkan oleh negara ;

5. Setiap peraturan hukum vyang dituiukan NN
merubah tingkah laku pemegang peran b e
merubah alternatif pilihan tingkah laku dengnn
merubah peraturan hukum itu sendiri dan dengan
mengubah antisipasi tingkah laku oleh pihak

.pihak lain ;

6. Dalam proses penyelenggarasn hukum, penegang
peran - akan bertindak sesuail dengsn peraturan
hukum berdasar alasan - alasan yang disetujui
nleh mereka dan tingkah laku yang ditujukan_ poacd s
merecka dan karena kenvataan bhahwa we e b

mevdudukl peran dalam lembaga penegak hukum
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7. Dalam proses pembuatan hukum, pemegansg perai oot
hertindak sesual dengan peraturan hulkum berda o

alsan - alsan yang mereka setujul dan karan:o

TR R 2 I

alaszan tingkah laku yang ditujukan pada mereks

dari ﬁeserta dalam proses penyelenggarsaan peran
dalam lembaga pembuat hukum. 19

Dari uraisn diatas kiranya dapat dipahami
bahwa dalam masalah hubungan hukum dan kemiskinan
tidak dapat dilepaskan dari adanvas konsep atau mode)
bekerianya hukum dalam masyarakat. Bertitik 1o
dari hatasan model vyang tidak dikemuksakan ool
Seidman, dapat diketahui dalam peranan hukum s o
mengubah dan mengarahkan perilaku atsu pola - ol
tingkah laku pemegang peran, dalam hal ini adds Lo
warga masyarakat. Apsbila perubahan perilaku in:
dapat dilaksanakan maka hukum dalam bekerjanya dapt
berfungsi sebagail sarana untuk merekayasa masyarakat
( a tool of social engineering ). Dengan demikian
pada tingkatan tertentu diharapkan hukum mampu
ananggulangi bahkan menghapuskan kemiskinan.
Sementara itu menurut Satiipto Rahavaliom,

dalam  nedars Tndnnp'la vang berdasarkan hokom o
cara - .cara hukum memegang peranan penting oo
peranannya di  bidang wmanajemen bidang -  bhidooas

1%. Soemitro, Ronny H, Eﬁmﬂmmmﬁmmﬂmdl
Mgsam__uﬁmlanjnkum, ( Semarang : Agung Prem
1888 ), halaman 83 - 88,



kehidupan, seperti sésial dan ékbnbmi; Cara
tersebut pada akhirnya akan mempertemukan usula
$ gnanggulangan.keﬁiskinan dgngan hukum. Lebih iaﬁduu'
‘ Sétdjipto Rahgrdjo menunjukkan betapa komplek soo b
r@hitnya inte;aksi ahtara"hukﬁm .dengan | WiLE
éo%ial, dalam.'hal ini kemiskinah. Hukim yeng
diharapkaﬁ dapat untuk mencapai tujuan - tuiusn yza
diihginkanf mungkin.: kurang berhasgil untulk
meﬁgerjakannyﬁ. Béhkan éecara sosiologis juga biss
difemukan keadsaan, bag&imana hukun jﬁtsrﬁ nérupakan
haﬁbatﬁn dalam usaha mehanégﬁlangi_ kemiskinan.
Hal ini akan terjadi bila dari sudut di luar hokio.
Bagi hukum sendiri, apabila =segals sesuatunyg"tel»h
dijalankén' seguai deﬁgan_ prosecdur hakuwm,. me
masalahnya sudah diselésaikan dengan baik.

f Penyebaran hukum #ang demikian. luas L= da%‘ﬁ
hampir .setiaﬁ“pidang kehidupan maka hukﬁm itu bies
be??dﬁgs%ﬂ sebagal “penghambat Vdan- kendals prosex
sos;al, politik serta ekonomi yaﬁg berlangsung daiam-

i ,mas&arakat; Hal ini dapat 'dimengerti. karena di
E neg;ra yang_berdasarkan-pada‘hﬁkum'ini; setiap Wargar
l neééra ingin meningkatkan kesejahteraan atan
mencapai tingkah kehidupan.yang'lebih baik, haruu
berﬁadapan dengan hukum. Dengan demikian .= ?Ldﬁ:

_______________________

@ Rahsardio, Satjipto, " Hemikirkan Huburns: v b
 Kewiskinan,” Gema Keadilan, No. 1 Tahun %e - 17
1991, halaman 20. ’ ‘




- D. KESIMPULAN |
i i
i. Terdapat paling tidak dua fungsi hukum dalam masyarakat

yaitu sebagai sarana atau alat untuk rekayasa sosial (a

tool of so%ial engineering dan sebagai sarana kontrol

sosial (a tool of social control). '
. Dalam menjalankan fungsinya sebagail sarana untuk rekay:sa
masyarakat, hukum dapat berperan untuk menangguianai
: kemiskinan dengan cara melakukan atau mengubah
emegang peran (masyarakat) sehingga pada
f/rtentu alnarapkan hukum mampu menangguliangi

hukur dalam masyarakat'tidakéakan dapat berdiri
'f’f_,}fla bantuan dari eub nsvem yang 1a1n. Sub

i. nanardao, Satjipto, Hukum dan pMasvarakat, Alumni,
dung, i880.
 Hukum dan Perubahan Sogiai, Alumni, Bandung,

'
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3. Soemitro, lRonny H., Sm;_mmmm_nemmmx Tuga
rMuda, Semarang, 15885.
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